
  

BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online timbul karena 

adanya hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan 

UU No.8 Tahun 1999. Beberapa konsumen yang di wawancara hanya 

mengeluhkan soal sikap ketidak sopanan dan kelalaian driver, 

Tanggungjawab hukum para penyedia transportasi online terhadap 

kerugian yang dialami konsumen di antaranya mendapatkan ganti rugi 

pada penumpang berupa pengembalian uang atau pengembalian barang/jasa 

yang sejenis atau setara nilainya, ganti rugi tersebut ditanggung oleh 

pengusaha angkutan kepada pengguna. 

2. Terdapat dua pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan perlindungan 

hukum yang diberikan oleh PT Gojek terhadap konsumen sebagai 

pengguna jasa transportasi online, yaitu tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab ganti rugi, yang diatur 

dalam Surat Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia dengan Mitra 

Gojek tentang Klaim Asuransi. Perlindungan hukumnya adalah 

kecelakaan, objek pesanan rusak/hilang, objek tidak sampai ke konsumen. 

Caranya adalah driver Go-jek mendatangi Kantor Perusahaan PT. Go-jek 

untuk menyampaikan masalah yang dihadapi kepada perwakilan 

perusahaan dengan membawa dokumen-dokumen bukti pemesanan Go-

jek.



  

 
 

B. Saran 

1. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh driver online agar mereka 

mendapatkan kepastian hukum. Sehingga pemerintah perlunya membuat 

peraturan yang mengatur tentang pola kemitraan, dengan begitu driver 

online dapat menjalankan pekerjaan lebih baik tanpa adanya ke 

khawatiran. Serta sebaiknya para mitra membuat serikat atau organisasi 

yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan 

kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para mitra. 

2. Kepada pemerintah dan perusahaan transportasi online hendaknya 

melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata 

cara pemakaian aplikasi online serta hak dan kewajiban driver dan 

konsumen sehingga dapat terhindar dari kerugian. 
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